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Wakaf merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitan 
nya dengan kesejahteraan umat disamping zakat, infaq dan shadaqah. Sebagai 
salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, 
wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, 
baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan 
sumber daya sosial. Seiring perkembangan pemahaman tentang wakaf umat Islam 
sekarang mengenal ada wakaf uang yang dapat membantu mempercepat kemajuan 
ekonomi Islam. Dari wakaf uang tersebut berkembang lagi menjadi berbagai ma 
cam pembiayaan wakaf. Diantaranya adalah wakaf tanah melalui uang. Tak dapat 
dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-
lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Inilah yang me 
narik untuk dikaji ulang dan perlu ada penegasan makna. Tokoh Muhammadiyah 
dan Nahdlatul Ulama Banyumas sebagai representatif dari ulama salaf dan khalaf, 
dan tidak jarang ada perbedaan pandangan dalam masalah keagamaan. 
Penelitian ini merupakan penelitinya lapangan (field research), bertujuan 
untuk meneliti secara langsung fenomena pandangan dari tokoh Nahdatul Ulama 
(NU) dan Muhammadiyah Banyumas tentang wakaf tanah melalui uang. Banyu 
mas dipilih sebagai lapangan penelitian karena secara geografis dekat dan stra 
tegis bagi penulis untuk dapat mengkajinya. Pengumpulan data dilakukan melalui  
wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis  secara kualitatif yakni 
dengan metode teknik reduksi data, display data yang kemudian ditarik kesim 
pulan dengan mendasarkan pada ushul fikih dan teori perubahan sosial. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh konsep makna wakaf tanah melalui 
uang menurut pemahaman tokoh kedua ormas yakni seluruh aktifitas baik itu 
amal, fikiran dan baktinya selama masih dalam wilayah maslahat umat dan mene 
gakkan agama. Sebagian  dari mereka ada yang mensyaratkan khusus yakni-lega 
litas jual beli ditinjau dari sisi fiqh dan ada juga ditinjau dari sisi utility. Sedang 
kan Pola pandangannya dari kedua tokoh itu: yang sama-sama akademis itu 
progresif dan mendasarkan konsep nalar fikih pada istis lahi  ta’lili  ba ani dan 
ijtihad gairu manṣūṣah. Sedangkan yang non akademisi dari  tokoh Muhammadi 
yah menyimpulkan bahwa wakaf tanah melaui uang sah dengan prinsip ta’awun 
dan tokoh Nahdlatul Ulama, memandang sah wakaf tanah melalui uang karena 
pada prinsipnya wāqif menyerahkan uang kepada panitia untuk dibelikan tanah. 
 
Kata kunci : Tokoh Muhammadiyah Banyumas, Tokoh Nahdlatul Ulama     
   Banyumas, wakaf tanah melalui uang 
 PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 
0543b/U/1987. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba‟ B Be 
ت ta‟ T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥ ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ żal Ż ze (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
 ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa‟ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ل lam L „el 
م mim M „em 
ن nun N „en 
و waw W W 
ه ha‟ H Ha 
ء Hamzah ʼ Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
ةددعتم Ditulis muta’addidah 
ةدع Ditulis ‘iddah 
C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata 
1. Bila dimatikan tulis h 
 ةمكح Ditulis ḥikmah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya) 
2. Bila diikuti dengan dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan h. 
ءايلولأا ةمارك Ditulis karamah al-auli ā’ 
3. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau 
d’ammah ditulis dengan t. 
رطفلا ةاكز Ditulis zakāt al-fiṭr 
D. Vokal Pendek 
ـَ fatḣah ditulis A 
ـِ Kasrah ditulis I 
ـُ ḍ’ammah ditulis U 
E. Vokal Panjang 
1. fatḥah + alif Ditulis Ā 
 ةيلهاج Ditulis Jāhili  ah 
2. fatḥah + ya‟ mati Ditulis Ā 
 ىسنت Ditulis Tansā 
3. kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī 
 يمرك Ditulis Karīm 
4. dammah + wāwu mati Ditulis Ū 
 ضورف Ditulis furūḍ 
 
 F. Vokal Rangkap 
1. fatḥah + ya‟ mati Ditulis Ai 
 مكنيب Ditulis Bainakum 
2. fatḥah + wawu mati Ditulis Au 
 لوق Ditulis Qaul 
G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 
متنأأ Ditulis a’antum 
ةدعأ Ditulis u’iddat 
تمركش نئل Ditulis la’in s akartum 
H. Kata Sandang Alif+Lam 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah. 
نآرقلا Ditulis al-Qur’ān 
سايقلا Ditulis al-Qi ās 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiy 
yah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. 
ءامسلا Ditulis as-Samā’ 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 
ضورفلاوذ Ditulis zawī al-furūḍ 
ةنسلا لهأ Ditulis ahl as-Sunnah 
  
 HALAMAN MOTTO 
 
ْْنَع١يب ةریره نا لوسراللها یلص اللههیلع ملسو اقل ااذ سنِلإاْتامعطقنإْنا هنع ّْلإْهلمع لاثْنمةث ال ْنم
ةقدص ةیراج وأْهبْعفتنیْملعوأ دلوهلوعدیْلحاص 
 
Artinya; Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda; “Apabila manusia 
meninggal dunia, terputuslah ( pahala )  amal perbuatannya kecuali dari tiga 
perkara yaitu kecuali dari sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak 
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A. Latar Belakang 
Kata wakaf  berasal dari waqafa ( فقو ) dengan makna berhenti 
atau diam di tempat atau tetap berdiri atau penahanan. Wakaf secara bahasa 
Arab berarti سبحلا yang berasal dari kata سبح سبحی اسبح  yang berarti men 
jauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkem 
bang menjadi بحس  dan berarti mewakafkan harta karena Allah.1 Menurut 
Imam Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang kepemilikan 




Menurut ulama Malikiyah tidak lepasnya kepemilikan bagi pewa 
kaf akan tetapi memberikan hak kepada pihak penerima wakaf untuk menjual 
obyek wakaf tersebut dengan dua syarat yaitu pertama hal tersebut  diper 




Menurut ulama Syafiiyah wakaf adalah menahan harta  yang dapat 
dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari 
campur tangan wāqif atau lainnya dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan 
semata-mata untuk taqarrub kepada Allah.
4
 Menurut ulama Hanabilah wakaf 
adalah menahan asal dan mengalirkan hasilnya.
5
 
Pengertian wakaf menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 
41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wāqif untuk memisahkan dan/atau 
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 
                                                             
               1  Adijani Al Alabij, Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek  (Jakarta: 
PT Raja Grafindo Persada,2002), 25. 
2
 Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syariah  
(Bandung: Kafa Publishing, 2008), 671. 
3
 Asmuni Mth, Wakaf (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), 37. 
4
 Asmuni Mth, Wakaf …, 37. 
5
 Asmuni Mth, Wakaf …, 37. 
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atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
6
 
Sebagaimana definisi di atas harta wakaf sifatnya kekal dan dapat 
dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Benda yang sifatnya kekal diantara 
nya adalah tanah. Oleh karena itu sepanjang sejarah wakaf, benda yang diwa 
kafkan adalah tanah karena sifatnya yang kekal dan dapat diberdayakan un 
tuk kepentingan umum. Dan salah satu syarat benda wakaf adalah mutaqaw 
wim dan aqar. Mutaqawwim artinya barang yang dimiliki oleh seseorang dan 
barang yang dimiliki itu boleh dimanfaatkan menurut syariat Islam dalam ke 
adaan apapun. Aqar artinya benda tidak bergerak dan dapat diambil manfaat 
nya. Dengan kata lain harta yang diwakafkan harus bernilai ekonomis, halal, 
tetap zatnya, dan dapat dimanfaatkan terus menerus.
7
 Semua syarat tersebut 
ada pada tanah. 
Tanah mempunyai arti yang  sangat penting dalam kehidupan ber 
masyarakat dan bernegara karena kehidupan manusia sama sekali tidak dapat 
dipisahkan dari tanah, manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pa 
ngan dengan cara mendayagunakan tanah. Seiring dengan perkembangan 
yang begitu pesat dalam pembangunan di berbagai bidang, menjadikan kedu 
dukan tanah menjadi modal yang paling utama dalam kehidupan kemasyara 
katan di Indonesia.  
Peran penting dari tanah tersebut dalam kehidupan masyarakat 
dapat diperolehnya selain dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, pin 
jaman dan lain-lainnya dapat juga diperoleh melalui cara atau jalan wakaf.
8
  
Masalah tanah ini diatur dalam Hukum Agraria Nasional, yang ter 
tuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok Agraria dan ditindak lanjuti oleh berbagai peraturan perundangan-
                                                             
6 Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Peraturan Per 
undangan Perwakafan (Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam, 2006), 2-3. 
7
 Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam & Pluralitas Sosial (Jakarta: Penamadani, 
2004), 137. 
8
 Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional (Jakarta: 
Tatanusa, 2003), 2. 
3 
 
undangan yang lainnya. Dalam salah satu konsiderannya disebutkan bahwa 
“berhubung dengan apa yang disebut dalam pertimbangan-pertimbangan di 
atas perlu adanya Hukum Agraria Nasional, yang berdasar atas  hukum adat 
tentang tanah yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh 
rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar 
pada hukum agama.
9
 Salah satu hal   yang bersandar pada hukum agama 
yang menyangkut tanah ini adalah perwakafan tanah. 
Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik wakaf adalah 
perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian 
dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk 
selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya 
sesuai dengan agama Islam.
10
 
Seiring perjalanan waktu pemahaman umat Islam tentang wakaf 
mulai mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Semula pemahaman 
orang Islam tentang wakaf adalah tanah pekuburan, tanah untuk pembangu 
nan sekolah atau pembangunan masjid. Namun setelah dikeluarkannya 
Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tetantang wakaf pemahaman umat 
Islam mulai terbuka, karena dalam undang-undang tersebut ada wakaf uang. 
Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 
tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan 
salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat 
Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberda 
yaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman 
yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara 
modern.  
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 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Panduan Pemberdayaan Tanah 
Wakaf Produktif  Strategis di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas 
Islam, 2006), 26. 
10
 Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Peraturan Per 
undangan Perwakafan (Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam, 2006), 129. 
4 
 
Apabila dalam perundang-undangan sebelumnya, PP No.28 tahun 
1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah 
milik, maka dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf me 
ngandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak mau 
pun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, 
tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formu 
lasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner 
dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau 




Namun usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat 
Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf 
dengan (dalam bentuk) tanah, dan benda bergerak yang sifat bendanya tahan 
lama. Dengan demikian, UU No. 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana 
rekayasa sosial (sosial engineering),
12
 melakukan perubahan-perubahan 
pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU 
tersebut. Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Wakaf tersebut 
adalah wakaf uang.  
Wakaf  uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok 
orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
13
 Hukum 
wakaf uang telah menjadi perhatian para fuqaha. Terdapat perbedaan penda 
pat mengenai hukum wakaf uang. Imam Bukhari mengungkapkan bahwa 
Imam az-Zuhri berpendapat dinar dan dirham boleh untuk diwakafkan. 
                                                             
11 Mustafa Edwin Nasution, Wakaf Uang Inovasi Finansial Islam (Jakarta: Program Studi 
Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006), 41. 
12
 Khoiruddin Nasution “ Potensi Wakaf Sebagai Sumber Ekonomi Pendekatan Pemberla 
kuan dan Sistem Hukum “, Mimbar Hukum, no 69 (2009):  88. 
13
 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Pedoman Pengelolaan & Pe 




Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha 





 juga mengungkapkan bahwa madzhab Hana 
fi membolehkan wakaf uang karena sudah banyak dilakukan di kalangan 
masyarakat. Madzhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang dite 
tapkan berdasarkan adat kebiasaan mempunyai kekuatan yang sama dengan 
hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Tata cara melakukan wakaf uang 
menurut madzhab Hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan 
cara mudharabah. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak 
wakaf. 
Ibn Abidin, mengemukakan bahwa wakaf uang yang dikatakan me 
rupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adalah kebiasaan yang berlaku 
di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf uang bukan merupakan 
kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf uang tidak bo 
leh atau tidak sah. Yang juga berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh 
adalah madzhab Syafii. Menurut al-Bakri, madzhab Syafii tidak memboleh 
kan wakaf uang, karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayar sehing 
ga tidak ada wujudnya. Perbedaan pendapat di atas, adalah pada alasan boleh 
dan tidak bolehnya wakaf uang berkisar pada wujud uang. Namun sebagian 
ulama Syafi‟iyah membolehkan wakaf uang dengan syarat barang yang 
diwakafkan haruslah barang kekal manfaatnya baik merupakan benda 
bergerak maupun tidak bergerak. “ Abu Tsaur meriwayatkan dan Imam 
Syafi‟i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham”.16 
Menurut pendapat madzhab Hambali menyatakan boleh mewakaf 
kan harta baik bergerak maupun tidak bergerak seperti mewakafkan kenda 
raan, senjata untuk berperang, hewan ternak dan kitab-kitab yang bermanfaat 
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 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam , Panduan Pemberdayaan Tanah 
Wakaf  Produktif  Strategis di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas 
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 Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islami wa Adillatuhu (Damsyik: dar al Fikr,1985), juz 
VIII,162. 
16
 Al Mawardi, al Hawi al Kabir,tahqiq Dr. Mahmud Mathraji (Beirut: Dar al Fikr, 1994),  
juz IX,  379. 
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Menurut Monzer Kahf, para ulama terdahulu telah memikirkan 
model-model pembiayaan wakaf tanah. Hal ini menunjukkan bahwa 
pembiayaan merupakan hal penting yang harus dipikirkan naẓir sebelum 
melakukan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.  Pada masa sekarang, 
model-model pembiayaan bertambah banyak, seiring dengan kemunculan 
lembaga keuangan Islam, sehingga memungkinkan naẓir untuk mengadakan 
kerjasama dengan lembaga keuangan Islam  dalam pembiayaan tanah wakaf, 
atau dengan menggalang dana dari masyarakat atau publik, dengan model 
wakaf uang, wakaf saham atau wakaf amal kolektif.  
18
 
Keterbatasan dana atau bahkan ketiadaan dana membuat tanah 
wakaf  yang sebenarnya potensial menjadi tidak  produktif. Menurut Uswatun 
Hasanah, salah satu sebab naẓir wakaf tidak bisa memproduktifkan asset 
wakaf diantaranya adalah ketiadaan dana untuk memproduktifkannya, dima 
na wāqif ketika berwakaf tidak memberikan dana untuk memproduktifkan 
nya. Hingganya menjadi penting menurut penulis untuk mengetahui model-
model pembiayaan harta wakaf yang dapat dipakai dalam memproduktifkan 
tanah wakaf. Kemudian dari beberapa model pembiayaan yang ada, model 
pembiayaan seperti apakah yang paling efektif untuk diterapkan dalam pem 
berdayaan wakaf tanah produktif. 
Dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah dalam “Kitab 
Wakaf”. Poin (9) disebutkan “ Kalau seseorang menerima uang untuk waqaf 
atau mendapati barang waqaf yang tidak tertentu, yang berwaqaf (waqifnya) 
tidak menentukan, hendaklah waqif mempergunakan sebagai „amal jariyah 
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 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Pedoman…, 45. 
18
 Mohammad, Mohammad Tahir Tsabit Haji, 2009, Alternative Development financing 
instru ments for Waqf Properties, Malaysian Journal of Real Estate, Volume 4 No.2.hal.54, 




yang sebaik-baiknya, jangan sampai benda-benda wakaf  itu tertimbun men 
jadi kanaz (timbunan) yang terkutuk.”19 
Dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Banyumas mengenai 
wakaf uang bahwa wakaf uang (waqf an-nuqud)  diperbolehkan. 
Dari berbagai pendapat para ulama tentang wakaf uang dimana 
pandangan itu mempengaruhi padangan tokoh dua organisasi besar di Indo 
nesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, oleh sebab itu maka sangat 
menarik untuk menganalisis Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nah 
dlatul Ulama Banyumas Tentang Wakaf Tanah Melalui Uang.  
 
B. Rumusan Masalah 
2. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 
Banyumas tentang wakaf tanah  melalui uang ? 
 
C. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 
1. Tujuan yang akan dicapai dalam peneletian ini adalah; 
Untuk mengetahui pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ula 
ma Banyumas tentang wakaf  tanah  melalui uang. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang 
wakaf  tanah melalui uang menurut pandangan tokoh Muhammadiyah 
dan Nahdlatul Ulama Banyumas dalam rangka mengembangkan 
pengetahuan tentang wakaf itu sendiri seiring dengan perkembangan 
jaman yang semakin komplek. 
b.  Manfaat Praktis 
Diharapkan dengan hasil dari penelitian ini akan menjadikan virus 
pengetahuan tentang wakaf bagi masyarakat khususnya dalam 
mengelola wakaf, yang selama ini pengetahuan masyarakat Islam  
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 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah ( Yogyakarta: 
Suara Muhammadiyah), 272. 
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Indonesia tentang wakaf masih terbatas pada orang kaya saja yang 
dapat berwakaf. 
 
D. Kajian Pustaka 
Dalam rangka membantu memecahkan masalah berkaitan dengan 
wakaf  tanah melalui uang, penyusun berupaya untuk mendapatkan penge 
tahuan tentang wakaf tanah dan wakaf uang ini melalui berbagai literature 
yang ada baik cetak maupun elektronik.  
 Literatur berupa buku  yang penulis jadikan acuan adalah buku 
karya M.A.Mannan, Sertifikat Wakaf  Tunai Sebuah  Inovasi Instrumen 
Keuangan Islam Jakarta: Ciber, 2001 dan Panduan Pemberdayaan Tanah 
Wakaf Produktif Strategis di Indonesia Direktorat Pemberdayaan Wakaf 
Dirjen Bimas Islam:2006 Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan 
Praktek Jakarta;PT Raja Grafindo Persada,2002, disamping buku-buku lain 
yang berkaitan dengan judul tulisan ini. 
  Dari beberapa literature yang telah mendukung terdapat pula 
beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang wakaf, perbandingan 
dengan penelitian sebelumnya kami jelaskan dalam tabel sebagai berikut : 
No Nama Bentuk 
Penelitian 
Judul Persamaan Perbedaan 




 Legal Reasoning Ha 
kim Dalam Putusan 
Perkara Tanah Wa 
kaf Masjid Agung 
Baitussalam Purwo 
kerto Masjid Agung 
Baitussalam Purwo 
kerto ( Studi Terha 
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Masjid Agung Baitussalam Purwokerto (Studi Terhadap Putusan No. 795/Pdt.G/ 2008 /PA.Pwt.), 
Tesis (IAIN Purwokerto), 1. 
21
 Ahmad Furqon, Praktek Wakaf Uang Di Bank Mandiri (IAIN Walisongo Semarang), 1. 
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 Suhrawardi K. Lubis, “ Potensi Wakaf Uang Untuk Kemandirian Umat “, Mimbar 
Hukum, no 69 (2009):  62-78. 
23
 Khoiruddin Nasution, “Potensi Wakaf Sebagai sumber Ekonomi, Pendekatan Pem 
berlakuan dan Sistem Hukum “, Mimbar Hukum, no 69 (2009): 79-113. 
24
 Abdul Manan, “Hukum Wakaf Dalam Suasana Politik Hukum Nasional “, Mimbar 













Berdasarkan tabel di atas, kajian yang telah diteliti oleh penulis 
sebelumnya tetap ada perbedaan karena penulis menfokuskan diri pada 
pembahasan wakaf tanah melalui uang.  
 
E. Kerangka Teoritis 
Wakaf secara bahasa berarti menahan, mencegah, menghentikan dan 
berdiam di tempat. Menurut Imam Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu 
benda yang kepemilikannya tetap dimiliki oleh pewakaf, akan tetapi manfaat 
nya  disedekahkan untuk kepentingan umum.
25
 
Menurut ulama Malikiyah tidak lepasnya kepemilikan bagi pewakaf 
akan tetapi memberikan hak kepada pihak penerima wakaf untuk menjual ob 
yek wakaf tersebut dengan dua syarat yaitu pertama hal tersebut  dipersya 




Menurut ulama Syafiiyah wakaf adalah menahan harta  yang dapat 
dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari 
campur tangan wāqif atau lainnya dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan 
semata-mata untuk taqarrub kepada Allah.
27
 Menurut ulama Hanabilah wakaf 
adalah menahan asal dan mengalirkan hasilnya.
28
 
Menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf  pasal 
1 ayat 1 mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wāqif untuk memisah 
kan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaat 
                                                             
25
 Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syariah 
(Bandung: Kafa Publishing, 2008), 671. 
26
 Asmuni Mth,Wakaf…, 37. 
27
 Asmuni Mth,Wakaf …, 37. 
28
 Asmuni Mth,Wakaf …, 37. 
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kan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan 
nya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
29
 
Seiring perjalanan waktu pemahaman umat Islam tentang wakaf mulai 
mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Semula pemahaman orang Islam 
tentang wakaf adalah tanah pekuburan, tanah untuk pembangunan sekolah 
atau pembangunan masjid. Namun setelah dikeluarkannya Undang-undang 
Nomor 41 tahun 2004 tetantang wakaf pemahaman umat Islam mulai terbuka, 
karena dalam undang-undang tersebut ada wakaf uang. 
Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, 
dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dana wakaf uang 
yang diperoleh dari para wāqif dikelola oleh naẓir dalam hal ini bertindak 
sebagai menegemen investasi. Para wāqif mensyaratkan  kemana alokasi dana 
wakaf tersebut akan didistribusikan. 
Dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah dalam “Kitab 
Wakaf”. Poin (9) disebutkan “ Kalau seseorang menerima uang untuk waqaf 
atau mendapati barang wakaf yang tidak tertentu, yang berwaqaf (wāqifnya) 
tidak menentukan, hendaklah wāqif mempergunakan sebagai „amal jariyah 
yang sebaik-baiknya, jangan sampai benda-benda waqaf  itu tertimbun men 
jadi kanaz (timbunan) yang terkutuk.”30 
Kebolehan di sini berdasarkan pada alasan bahwasannya uang dapat 
dijaga kelestariannya atau keabadian dzatnya dengan jalan disimpan di lem 
baga keuangan syariah  kemudian hasil dari pada penyimpanan uang di lem 
baga keuangan syariah tersebut ditasarrufkan untuk kepentingan masyarakat 
yang membutuhkan.
31
 Faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi Pengurus 
Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang wakaf tunai. Mereka lebih 
menitikberatkan pada fungsi dari wakaf itu sendiri yaitu untuk kebaikan umat 
tanpa membedakan apakah itu wakaf konvensional (benda tak bergerak) atau 
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 Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Peraturan 
Perundangan Perwakafan (Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masya 
rakat Islam, 2006), 129. 
30 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan…,272. 
31 Rozalinda, Wakaf Produktif  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 35. 
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wakaf tunai (benda bergerak). Dengan catatan tanpa meninggalkan nilai-nilai 
dasar dari wakaf itu sendiri yaitu cara pengelolaanya, keta‟bidan bendanya, 
kejelasan pentasarrufannya, dan berkaitan dengan tata cara wakaf pada 
umumnya.  
Dalam pandangan Nahdlatul Ulama mengenai wakaf uang ada dua 
pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa  wakaf uang (waqf an-nuqud) 
secara mutlak tidak diperbolehkan. 
ْ ُر ْ یَغ َفْ ِبوُرْشَمْلاَوْ ِلوُكْأَمْلاَوْ ِةَّضِفْلاَوْ ِبَه َّذلاَْك ِفَلاْت ِْلإِبِْ َّلإْ ِِهبْ ُعَف َت ْ ن ُیْ َلْ اَمْ ُفْقَوْ اََّمأَوِْفِْ ٍِزئاَج
َّْدلاَوُْمِهاَر َّدلاِْةَّضِفْلاَوِْبَه َّذلِبُِْداَرُمْلاَوْ،ِْءاَهَقُفْلاِْةَّماَعِْلْو َقٍّْيُِلِبَِْسَْیلْاَمَوُْيرِنَنَْ32 
“Adapun wakaf sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya kecuali 
dengan melenyapkannya seperti emas, perak, makanan, dan minuman 
maka tidak boleh menurut mayoritas fuqaha. Yang dimaksud dengan 
emas dan perak adalah dinar dan dirham dan yang bukan dijadikan 
perhiasan”.  
 
Sedang pendapat kedua menyatakan bahwa wakaf uang diperboleh 
kan. Hal sebagaimana pandangan Ibnu Syihab az-Zuhri yang memperboleh 
kan wakaf dinar sebagaimana dinukil al-Bukhari. 
َْلِإْ ِيرِنَنَ َّدلاْ ِفْقَوْ ِة َّحِصِبْ ُلْوَقْلاْ َبِسُنْ ْدَقَوََْ یِعَا ََ ِإْ ُنْبْ ُد َّمَُُ ْ ُُ اَم ِْلإاْ ُهَلَق َنْ اَمیِفْ ِِّّ رْههزلاْ ٍباَه ِِ ِْنْبإْ
ِْإْ اَهَع َفَدَوْ ِاللهْ َِ یِبَسْ ِفِْ ٍراَنیِدْ َفَْلأْ ََ َعَجْ ْنَمْیِفْ : هِّ رْههزلاْ َلَاقْ :َلَاقْ ُثْیَحْ ِهِحیِحَصْ ِفِْ هِّ راَخُبلاَْل
ِْرْ ََ َعَجَوْ ُرِجَّت َی َفْ ٍرِجَتَْ ُهَلْ ٍَُلاُغَْكِْلتْ ِحِْبرْ ْنِمْ ََ ُكَْيَْ ْنَاْ َِ ُجَّرِللْ َْ َهَوْ َينِبَر ْقَْلْاَوْ ِينِكاَسَمِْللْ ًةَقَدَصْ ُهَْبِ
اَه ْ نِمََْ ُكَْيَْْنَاُْهَلَْسَْیلَْلَاقِْينِكاَسَمِْللًْةَقَدَصْاَهَْبِرََْ َعَجْْنُكَیَْْلَْْنِاَوِْفَلَْلْا
33 
“Telah dinisbatkan pendapat yang mensahkan wakaf dinar kepada 
Ibnu Syihab az-Zuhri dalam riwayat yang telah dinukil Imam 
Muhammad bin Isma‟il al-Bukhari dalam kitab Shahihnya. Ia berkata, 
Ibnu Syihab az-Zuhri berkata mengenai seseorang yang menjadikan 
seribu dinar di jalan Allah (mewakafkan). Ia pun memberikan uang 
tersebut kepada budak laki-lakinya yang menjadi pedagang. Maka si 
budak pun mengelola uang tersebut untuk berdagang dan menjadikan 
keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin dan 
kerabat dekatnya. Lantas, apakah lelaki tersebut boleh memakan dari 
keuntungan seribu dinar tersebut jika ia tidak menjadikan keuntungan 
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 Syaikh Nizham dan para ulama India, al-Fatawa, (Bairut: Dār al-Fikr, tt, juz, 2,), 362. 
33
 Abu Su‟ud Muhammad bin Muhammad Mushthafa al-„Imadi al-Afandi al-Hanafi, Risa 
lah fi Jawazi Waqf an-Nuqud (Bairut: Dār Ibn Hazm, cet ke-1, 1417 H/1997 M), 20-21. 
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nya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin? Ibnu Syihab az-
Zuhri berkata, ia tidak boleh memakan keuntungan dari seribu dinar 
tersebut”  
 
Dalam prakteknya di berbagai wilayah termasuk di Banyumas, wakaf 
yang dilakukan adalah dengan jalan  mengumpulkan uang dari para wāqif  
yang kemudian setelah uang terkumpul dibelikan tanah untuk diwakafkan. 
 
F. Metode Penelitian 
Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk dapat men 
jadikan penelitian ini berbobot secara ilmiah, maka perlu adanya metodologi 
penelitian sebagai alat untuk pencapaian tujuan. Adapun penyusunan tesis ini 
mengunakan metode sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian  lapangan 
merupakan penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian suatu tempat 
yang dipilih sebagai lokasi penyelidikan gejala obyektif dalam laporan 
ilmiah.
34
 Adapun yang menjadi obyek penelitian di sini adalah Pandangan 
Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang wakaf tanah melalui 
uang di wilayah Banyumas. 
2. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan di wilayah Banyumas dilakukan pada tanggal 
19 Maret 2018 sampai dengan 10 Maret 2019 . 
3. Sumber Data 
Sumber data yang diperlukan sesuai dengan tema penulisan ini 
adalah: 
a. Sumber data primair yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh pene 
liti dari sumber pertama.
35
 Dalam hal ini penulis  mengambil data pri 
mer berupa hasil wawancara dengan tokoh Muhammadiyah dan Nah 
dlatul Ulama Banyumas .  
                                                             
34
 Abdurahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 
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b. Sumber data sekunder merupakan data yang diambil dari dokumen-
dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud lapo 
ran dan sebagainya.
36
 Dalam hal ini bahan yang memberikan penje 
lasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, 
pendapat pakar hukum, dan buku DSN Fatwa MUI. 
4. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan socio legal research 
artinya suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan 
teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya 
hukum di dalam masyarakat.
37
 
Pendekatan sosio-legal ini merupakan upaya untuk lebih jauh 
menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan 
pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula 
melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya. Pendekatan 
yang sifatnya kombinatif demikian, justru diharapkan dapat memperkuat 
upaya pencarian atas kebenaran, penjelajahan atas masalah yang terjadi 
serta berupaya menemukannya untuk upaya yang lebih kreatif dan membe 
baskan. Pendekatan sosio-legal, dari sudut konsep yang demikian, pula 
merupakan pendekatan yang membebaskan.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena de 
ngan penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara utuh 
dan rinci dari teori hukum dan konsep-konsep mengenai  wakaf, wakaf 
uang, dan segala hal yang berhubungan dengan wakaf uang. 
5. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh 
jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang 
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 Dalam penelitian ini penulis mewawancarai tiga orang 
tokoh Muhammadiyah yaitu tokoh pertama Ketua Majelis Tarjih, kedua 
Pengasuh Pondok Pesantren Muhammadiyah dan juga akademisi dan 
tokoh ketiga anggota MUI Banyumas. Kemudian untuk tiga orang 
tokoh Nahdlatul Ulama Banyumas yaitu tokoh pertama Rois Syuriah 
Nahdlatul Ulama Banyumas, tokoh kedua akademisi dan pengasuh 
pondok pesantren dan tokoh ketiga Ketua Lembaga Bahtsul Masail 
Nahdlatul Ulama Banyumas. 
b. Dokumentasi 
Yaitu teknik mengumpulkan  data dengan melihat atau mencatat 
suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat 




Hal-hal yang diambil untuk didokumentasikan dalam penelitian 
ini adalah dokumen tentang wakaf tanah  di wilayah Banyumas  gedung 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas dan Pimpinan Cabang 
Nahdlatul Ulama Banyumas, foto tokoh yang diwawancarai, Struktur 
Organisasi. 
 
6. Teknik Analisis Data 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah 
sebagai berikut : 
a. Reduksi data yaitu proses pengumpulan data penelitian, kemudian di 
tafsirkan atau diseleksi masing-masing data yang relevan dengan fokus 
masalah yang diteliti. Dari semua data yang telah tekumpul maka dila 
kukan reduksi atau dirangkum dan dipilih serta memfokuskan pada 
tema-tema yang penting sesuai yang dibutuhkan. 
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b. Penyajian data yaitu proses analisis dari berbagai data yang dimiliki un 
tuk disusun secara sistematis sehingga data yang diperoleh dapat men 
jelaskan atau menjawab masalah yang diteliti 
c. Penarikan Kesimpulan 
Setelah mengalami reduksi data dan display data maka tahap 
akhirnya yaitu verifikasi data. Dalam pengembilan kesimpulan peneliti 
masih menerima masukan sebelum kesimpulan yang diambil itu final. 
Untuk menguji kebenaran kesimpulan data yang diperoleh maka diuji 
kembali dengan bertukar pikiran dengan teman sejawat dan juga 
triangulasi sehingga kebenaran ilmiah tercapai. Setelah penelitian diuji 
kebenarannya,maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk 




G. Sistematika Pembahasan 
Penulisan tesis ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas 
permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat 
gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global 
sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 
Bab I: Berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masa 
lah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. 
Bab II: Merupakan landasan teori yang membahas tentang wakaf 
dalam Syariah Islam, yang meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, 
wakaf tanah, wakaf uang, rukun dan syarat wakaf, model-model pembiayaan 
wakaf.  
Bab III: Berisi tentang profil tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdla 
tul Ulama Banyumas yang meliputi Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah, 
Pengurus Pesantren Muhammadiyah dan anggota Muhammadiyah Pengelola 
Wakaf Tanah Melalui Uang. Kemudian tokoh Nahdlatul Ulama Banyumas 
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meliputi Rois Syuriah, tokoh akademisi dan pesantren sekaligus Pengelola 
Wakaf Tanah Melalui Uang dan Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul 
Ulama Banyumas . 
Bab IV: Membahas tentang  hasil penelitian yang meliputi: Kasus-ka 
sus tentang wakaf tanah melalui uang dan pandangan Tokoh Muhammadiyah 
dan Nahdlatul Ulama Banyumas tentang wakaf tanah melalui uang. 
Bab V: Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran 









A. Simpulan  
Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama  terhadap  
Wakaf Tanah Melalui Uang kami simpulkan sebagai berikut:  
1. Pandangan Tokoh Muhammadiyah 
Pada prinsipnya  dari  ketiga  tokoh  organisasi tersebut berpenda 
pat bahwa  konsep  wakaf tanah melalui uang menurut hukum Islam ada 
lah sah. Walaupun ada sedikit perbedaan dalam memandang keabsahan 
wakaf tersebut. Dari tokoh Muhammadiyah pertama memandang keabsa 
han tersebut dari sisi transaksi jual beli dan wakalahnya. Jika jual beli dan 
wakalahnya sah maka wakaf tersebut sah, sebaliknya jika tidak sah jual 
beli dan wakalahnya maka wakaf tersebut tidak sah. Pendapat kedua 
memandang bahwa prinsip wakaf ada tiga yaitu prinsip tidak bermasalah 
dalam hal harta yang diwakafkan, prinsip memiliki nilai prospektif utility 
artinya bahwa benda wakaf itu mempunyai nilai kegunaan dan prinsip 
yang ketiga menerima berbagai model wakaf yang ada. Kemudian pan 
dangan tokoh yang ketiga wakaf tanah melalui uang berprinsip kepada 
azaz ta’awun  ( gotong royong ). 
2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama 
Pandangan Tokoh  Nahdlatul Ulama  Banyumas pertama menya 
takan bahwa wakaf tanah melalui uang sangat mendukung sekali terhadap 
kemajuan umat Islam. Dengan adanya wakaf tanah melalui uang yang 
dipraktekan melaui cara rombongan akan memudahkan seluruh umat Islam 
dalam berwakaf, karena baik kaya atau miskin semua umat Islam dapat 
berwakaf sesuai kemampuan masing-masing. Sedangkan pendapat kedua 
lebih cenderung kepada hukum wakaf uang. Wakaf uang menurut Imam 
Syafii tidak sah sedangkan menurut Imam Hanafi sah, sehingga jika 
berpegang pada Imam Syafii wakaf tanah melalui uang tidak sah sedang 
kan menurut Hanafi sah.  
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Penulis berkesimpulan bahwa bahwa pendapat tokoh Muham 
madiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas terhadap wakaf tanah 
melaui uang hukumnya sah bahkan sangat dianjurkan oleh agama karena 
disini ada prinsip ta’awun bertolong menolong dalam kebaikan. Dalam hal 
ini antara orang kaya dan miskin bisa berwakaf sesuai dengan kemampuan 
uang yang dimiliki. Kesediaan para wāqif  berwakaf melalui uang tanpa 
ada paksaan, menyerahkan uangnya kepada panitia semata hanya meng 
harap keridhaan Allah dan sudah percaya penuh kepada panitia menunjuk 
kan bahwa penyerahan wewenang tersebut sebagai bentuk wakalah.   
B. Saran-saran   
Beberapa saran yang dapat penulis usulkan untuk penelitian selanjut 
nya di wilayah kajian fikih muamalah, wakaf adalah sebagai berikut:  
1. Reinterpretasi konsep wakaf  perlu dikembangkan dan disosialisasikan lagi 
kepada umat Islam melalui ceramah-ceramah keagamaan, kajian ilmiah 
dan bila perlu masuk dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam di 
sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah, yang selama ini baru sebatas 
ajaran agama yang sifatnya ibadah mahḍah. Sehingga sejak dini umat 
Islam sudah mengetahui arti pentingnya wakaf untuk kemajuan umat 
Islam, sebagai mana yang telah dipraktekkan pada zaman nabi dan para 
khalifah pasca kenabian. 
2. Masyarakat seyogyanya ikut berpartisipasi dalam membelanjakan seba 
gian hartanya di jalan Allah melalui infak, ṣadaqah  dan wakaf, sempitnya 
pemahaman sebagian umat tentang pengertian wakaf dan jenisnya dan 
kurang profesionalnya pengelola wakaf menjadi tantangan bagi para 
pemimpin Islam untuk melakukan sosialisasi  undang-undang wakaf  dan 
peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi umat Islam dan pengelola 
wakaf.  
3. Instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional, Badan Wakaf Indo 
nesia dan Kantor Urusan Agama harus melaksanakan sosialisasi tentang 
pentingnya wakaf sebagai sarana untuk kesejahteraan umat. Dengan 
sosialisasi kepada umat tentang gerakan wakaf produktif, pengelola wakaf 
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yang profesional, transparan dan akuntabel serta kerjasama dengan 
lembaga ekonomi dan keuangan syariah, optimis di masa-masa yang akan 
datang pengelola wakaf akan semakin dipercaya dan bermanfaat bagi 
kemajuan dan kejayaan kembali Islam dan umat Islam. 
A. Penutup 
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. 
Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak yang berkompeten sangat 
diharapkan demi kesempurnaan tesis ini. Harapan penulis kepada para peniliti 
selanjutnya yang sesuai dengan tema tesis ini, lebih sempurna dan mendalam 
lagi dalam menganalisis, sehingga kesempurnaan tersebut dapat menjadi 
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